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Munculnya perundang-undangan pidana khusus di luar hukum pidana umum 

terjadi disetiap negara. Bagi Negara Indonesia, hal tersebut dimungkinkan dengan 

adanya Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam 

Bab I sampai dengan Bab VIII Buku 1 KUHP berlaku juga bagi ketentuan pidana 

dalam Undang-Undang dan peraturan lain kecuali Undang-Undang menentukan 

sebaliknya, jadi ketentuan-ketentuan dalam 8 Bab Buku I KUHP itu berlaku juga bagi 

delik-delik tersebar di luar KUHP itu kecuali jika Undang-Undang ditentukan 

lain.Artinya, Undang-Undang yang bersangkutan tersebut menentukan aturan-aturan 

khusus yang menyimpang dari aturan umum.1 

Pompe seorang ahli hukum pidana Belanda yang pertama membuat 

gambaran tentang hukum pidana khusus dalam arti luas yang meliputi aspek hukum, 

baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.2 Ada dua kriteria yang 

dikemukakan Pompe untuk menunjuk pada pengertian hukum pidana khusus, yaitu 

orang atau pelakunya (subjeknya) yang khusus dan perbuatannya khusus yang 

dapat diancam pidana.  

Berkaitan dengan hukum pidana khusus diatas, Sudarto memberikan pula 

pengertian tentang istilah Undang-Undang pidana khusus dengan sedikitnya ada 3 

Kelompok yang bisa dikualifikasikan, yaitu :3 

a. Undang-Undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya : Undang-Undang Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana 

Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi; 

b. Peraturan-peraturan hukum administrasi yang memuat sanksi pidana, misalnya 

Undang- Undang Pokok Agraria; 

c. Undang-Undang yang memuat hukum pidana khusus (ius singular,ius speciale), 

yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu, misalnya : Wetboek van 
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Militair Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara), Undang-

Undang tentang Pajak Penjualan, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi; 

Pemahaman tentang Hukum pidana khusus dalam berbagai literatur hukum 

pidana selalu dikaitkan dengan asas “Lex Specialis derogate Legi Generali” 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyebutkan:4 

“Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, 
diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus 
itulah yang diterapkan” 
 

Asas hukum pidana mengenai asas lex Specialis yang dinamis dan limitatif 

sifatnya terutama dapat menentukan (1) Undang-Undang khusus mana yang harus 

diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang jugabersifat khusus 

dan (2) Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang khusus.5 

Berkaitan dengan hal tersebut Schapffmeister dalam asas “Lex Specialis 

derogate Legi Generali” menyatakanterdapat dua cara memandang suatu ketentuan 

pidana khusus, untuk dapat mengatakan apakah ketentuan pidana itu merupakan 

suatu ketentuan pidana yang khusus atau bukan, yaitu : pertama, dengan cara 

memandang secara logis atau yang disebut “logische specialiteit” (kekhususan yang 

logis) dan kedua,  dengan cara memandang secara sistematis atau yang disebut 

“systematische specialiteit” (kekhususan yang sistematis).6 

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana itu sebenarnya 

merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus,  Noyon-Langemeijer, yang 

sejalan juga dengan Van Bemmelen, memberikan suatu pedoman, yaitu:7 

a. Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana 

bersifat kekhususan yang logis (“logische specialiteit”), apabila ketentuan pidana 

tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain (khusus), juga memuat semua 

unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. 

b. Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana 

bersifat kekhususan yang sistematis (“systematische specialiteit”), apabila 

ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan 

yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan yang 

                                                           
4
 PAF. Lamintang. 1983.  Hukum Pidana Indonesia.  Bandung, Sinar Baru. Hlm.47 

5
 Indriyanto Seno Adji. 2010.  Korupsi : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?.Makalah 

disampaikan pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (AAPSI). Bandung. Hlm.14. 
6
  Elwi Danil. Loc.Cit. 

7
PAF. Lamintang.  Loc.Cit. 



3 
 

bersifat khusus yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk 

Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana 

tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. 

Senada dengan itu,menurut Indriyanto Seno Adji,8 untuk menentukan 

ketentuan (Pasal) yang diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka 

berlaku asas Logische Specialiteit atau kekhususan yang logis, artinya ketentuan 

pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-

unsur lain, juga memuat unsur ketentuan pidana yang bersifat umum.Sedangkan 

untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku 

asas Systematische Specialiteit atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan 

pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang memang 

bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu 

ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus 

yang telah ada. 

Perkataan “systematische specialiteit”, untuk pertama kalinya telah digunakan 

oleh Ch.J. ENSCHEDE di dalam tulisannya yang berjudul “Lex Specialis Derogat 

Legi Generali” di dalam Tijdschrift van het Strafrecht tahun 1963 pada halaman 177, 

menyatakan ketentuan pidana berdasarkan pandangan yang menganggap suatu 

ketentuan yang bersifat umum sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, yaitu 

apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang memang 

bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu 

ketentuan pidana yang bersifat khusus. Hal ini disebut sebagai  systematische 

specialiteit atau kekhususan secara sistematis.9 

Tentang penerapan “kekhususan secara logis” dalam menilai suatu ketentuan 

pidana, Lamintang telah memberikan beberapa contoh, misalnya :10 

a. Ketentuan pidana di dalam Pasal 374 KUHP yang mengatur masalah 

penggelapan di dalam jabatan itu merupakan ketentuan pidana yang mengatur 

secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang telah di atur dalam Pasal 

372 KUHP; 

b. Ketentuan pidana di dalam Pasal 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian 

dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan ketentuan pidana yang 

                                                           
8
Indriyanto Seno Adji, 2010. Op.Cit. Hlm.15 

9
PAF. Lamintang.  1983. Op.Cit.  Hlm.714 

10
Ibid. 



4 
 

mengatur secara lebih khusus masalah pencurian yang telah diatur dalam Pasal 

362 KUHP; 

c. Ketentuan pidana di dalam Pasal 341 KUHP yang mengatur masalah 

pembunuhan bayi yang baru dilahirkan itu merupakan ketentuan pidana yang 

mengatur secara lebih khusus masalah pembunuhan seperti yang telah diatur 

dalam Pasal 338 KUHP. 

Untuk menerapkan ajaran “kekhususan yang sistematis” A.Z. Abidin dan Andi 

Hamzah memberikan suatu contoh tentang kasus tindak pidana penyelundupan 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabean.11 Apabila orang yang menyelundupkan barang ke Indonesia, berarti ia 

tidak membayar bea, dan itu berarti menjadi bagian yang dapat disebut memperkaya 

diri sendiri dan pasti merugikan keuangan Negara. Oleh sebab itu menurut A.Z. 

Abidin dan Andi Hamzah, perbuatan tersebut telah memenuhi semua bagian inti 

delik korupsi yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun 

Undang-Undang korupsi tersebut tidak boleh diterapkan karena bersifat umum, 

sedangkan tindak pidana penyelundupan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 adalah bersifat khusus.12 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 

2007 telah memberikan pernyataan bahwa :13 peraturan perundang-undangan yang 

memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampuradukan antara satu 

dengan yang lainnya. 

Dalam praktik peradilan ketentuan-ketentuan pidana khusus banyak 

digunakan seperti dalam pengkualifikasian menurut Sudarto. Hal ini dapat dilihat 

dalam beberapa contoh kasus dibawah ini : 

a) Kasus Bank Aspac (Bank Asia Pacific).14 

Hendrawan Haryono didudukkan sebagai terdakwa yang pada waktu itu  

menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur Bank Aspac dan pada saat 

bersamaan merangkap pula sebagai Direktur Kredit. Terdakwa diajukan ke 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan kumulatif yakni dakwaan 
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kesatu primair melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c UU No. 

3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan kesatu 

subsidair melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c UU No. 3 

Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dakwaan kedua, 

terdakwa didakwa melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b UU no. 7 Tahun 1992 jo 

UU No. 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) 

KUHP.  

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 

memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: terhadap perbuatan yang 

melanggar peraturan dibidang perbankan sehubungan dengan penggunaan BLBI 

seperti diuraikan JPU dalam Surat Dakwaannya, telah diterapkan ketentuan 

hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No.3 Tahun 

1971, maka sesuai dengan ketentuan asas legalitas sebagaimana termuat pada 

Pasal 1 ayat (1) dan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali sebagaimana 

diatur pada Pasal 63 ayat (2) KUHP, menurut Pengadilan Negeri adalah tidak 

tepat (bertentangan dengan hukum). 

Majelis Hakim tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan menyatakan 

terdakwa Hendrawan Haryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan berupa 

menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya 

pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau 

laporan kegiatan usaha,  laporan transaksi, atau rekening suatu bank. 

Dari kasus BLBI tersebut, yang melibatkan bank pengguna yang telah diputus 

baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka terlihat ada dua 

perbedaan pendapat, yaitu Pengadilan Negeri menyatakan bahwa terdakwa 

Hendrawan Haryono melakukan tindak pidana perbankan sehingga berdasarkan 

asas lex specialis derogate legi generali maka yang diberlakukan terhadap 

terdakwa Hendrawan Haryono tentang perbankan sedangkan Pengadilan Tinggi 

Jakarta berpendapat bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan tindak pidana 

di bidang perbankan.  Oleh karenanya dapatlah diberlakukan peraturan 

perundang-undangan di luar UU No. 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 

10 tahun 1998 tentang perbankan sehingga di Pengadilan Tinggi terdakwa 

Hendrawan Haryono dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 
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b) Kasus Darianus Lungguk Sitorus.15 

Darianus Lungguk Sitorus sebagai Direktur Utama PT. Torganda dan PT. 

Torus telah diajukan sebagai terdakwa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 1 ayat 1 sub a jo. Pasal 28. jo. Pasal 

34 c UU No. 3 tahun 1971 jo. Pasal 43 A UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana 

diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 

No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 

ayat 1 kesatu jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, dakwaan kedua melanggar Pasal 2 

ayat 1 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah 

dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 kesatu jo. 

Pasal 64 ayat 1 KUHP, dakwaan ketiga melanggar Pasal 6 ayat 1 jo. Pasal 18 

ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 Pasal 55 ayat 1 kesatu jo. Pasal 

64 ayat 1 jo. Pasal 1 ayat 2 KUHP, dakwaan keempat melanggar Pasal 50 ayat 

3 huruf a jo. Pasal 78 ayat 2 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 

55 ayat 1 kesatu KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.   

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

- Bahwa Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi menyebutkan:  “setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 

Negara, dipidana…..”.  Pasal 14 UU No. 31 tahun 1999:  “setiap orang yang 

melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa 

pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak 

pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. 

Bertitik tolak pada ketentuan pada Undang-Undang tersebut di atas dan 

memperhatikan di dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan PP 

No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan,  yang tidak memiliki 

ketentuan secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap UU tersebut 

sebagai tindak pidana korupsi maka secara normatif sulit untuk diterapkan 

atau didakwakan tindak pidana korupsi dalam kasus kehutanan. 
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- Bahwa sejalan dengan analisis normatif tersebut, Andi Hamzah mengatakan 

terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan dakwaan tindak pidana korupsi 

karena perbuatan terdakwa mutlak berada di bawah yurisdiksi UU No. 41 

tahun 1999.  Andi Hamzah berpegang pada ketentuan mengenai lex specialis 

yaitu bahwa UU yang bersifat spesialis hanya ditujukan untuk orang tertentu 

atau kelompok orang tertentu atau menurut waktu tertentu atau tempat 

tertentu sedangkan UU yang bersifat umum berlaku untuk setiap orang atau 

korporasi,  berlaku untuk setiap waktu dan setiap tempat.  Secara kontekstual 

UU kehutanan adalah bersifat spesialis karena obyeknya mengenai hutan 

dan perbuatan yang dilakukan mutlak berada di bawah yurisdiksi UU 

kehutanan. 

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut terdakwa 

maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi 

Jakarta dan telah dijatuhi pidana  dengan amar yang pada pokoknya 

menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.  Atas 

putusan tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi dan dalam putusannya Majelis 

Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan 

Tinggi Jakarta tanggal 11 Oktober 2006 dan membenarkan putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat sesuai seperti amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat. 

Dengan demikian menurut analisis penulis asas kekhususan yang Logis  

(Logische Specialiteit) dan kekhususan yang Sistematis (Systematische Specialiteit) 

sebagai cara memandang suatu ketentuan pidana khusus, yaitu untuk dapat 

menentukan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang 

khusus, yang bersifat dinamis dan limitatif terutama untuk menentukan (1) Undang-

Undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-

undangan yang juga bersifat khusus dan (2) Ketentuan mana yang diberlakukan 

dalam suatu Undang-Undang khusus. 

Jadi konsepsi asas Logische Specialiteit atau kekhususan yang logis dan 

asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) untuk menentukan ketentuan (Pasal) yang diberlakukan dalam/pada satu 

perundangan khusus, maka berlaku asas Logische Specialiteit atau kekhususan 
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yang logis, artinya ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan 

pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat semua unsur ketentuan 

pidana yang bersifat umum, misalnya Pasal 341 KUHP yang harus diterapkan 

daripada Pasal 338 KUHP terhadap kasus pembunuhan yang pelakunya seorang 

ibu terhadap anaknya atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasal 5 

ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 

No.20 Tahun 2001. 

2) Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka 

berlaku asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis artinya 

ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang 

memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai 

suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari 

khusus yang telah ada. Misalnya subjek personal, objek dugaan perbuatan yang 

dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam 

konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan meskipun UU 

khusus lainnya (seperti UU Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang 

dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya. 

 

 


